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ABSTRAK  

Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Di Desa Buti 

Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur Ditinjau Dari Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi 

Pemerintahan Desa, Disusun Oleh: Elviana Kurniati, Nim: 2019110033  

 

Pelayanan administrasi merupakan suatu kegiatan memberi layanan yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang berhubungan 

dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  pelayanan 

administrasi yang yang tidak berjalan sesuai dengan kewenangan pemerintah desa 

sebagai penyelenggara pelayanan sebagaimana yang diamanatkan oleh oleh Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan 

Desa dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala desa 

berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dan Dalam 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.   

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan 

pemerintah desa dalam pelayanan administrasi di Desa Buti kecamatan congkar 

kabupaten manggarai timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 

Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan apa faktor penghamabat 

pelayanan administrasi pemerintahan di desa Buti. jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Empiris yakni ingin mengetahui kewenangan pemerintah 

desa dalam pelayanan administrasi ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yakni metode 

pendekatan hukum dalam sistem kehidupan yang nyata untuk mengetahui masalah 

hukum tentang kewenangan pemerintah desa dalam pelayanan administrasi di Desa 

Buti Kecamatan Congkar Kabupaten Mnggarai Timur ditinjau dari Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan administrasi di Desa Buti belum 

berjalan maksimal. Hal ini sebabkan oleh beberapah hal seperti : Kurangnya tanggung 

jawab pemerintah desa atas tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pelayanan, 

prosedur pelayanan yang kurang tepat, ketepatan waktu pelayanan yang tidak pasti, 

sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi yang kurang memadai serta 

kurangnya pengawasan dari masyarakat dalam pelayanan administrasi.  

Kesimpulan : pemerintah Desa Buti belum maksimal dalam memberikan 

pelayanan administrasi. Hal ini dapat diketahui bahwa setiap pelayanan administrasi 

yang diberikan oleh pemerintah desa Buti kepada masyarakat desa Buti tidak sesuai 

dengan apa yang telah distandarkan oleh pemerintah Desa Buti. Faktor-faktor 

penghambat: kurangnya tanggung jawab pemerintah desa atas tugas dan wewenang 

sebagai penyelenggara pelayanan, prosedur pelayanan yang kurang tepat, ketepatan 

waktu dalam pelayanan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya 

pengawasan masyarakat dalam pelayanan administrasi.  

 

Kata Kunci:  Kewenangan, Pemerintah Desa, Pelayanan Administrasi Desa 
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ABSTRACT 

The Authority of the Village Government in Administrative Services in Buti 

Village, Congkar District, East Manggarai Regency is viewed from the Minister 

of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government 

Administration, Compiled by: Elviana Kurniati, Name: 2019110033 

 

Administrative services are an activity to provide services carried out directly by 

the village government to communities related to the government system. This 

research is motivated by administrative services that do not run in accordance with 

the authority of the village government as a service provider as mandated by Minister 

of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government 

Administration in Article 3 Paragraph (1) and Paragraph (3) which states that The 

village head has the authority to carry out Village government administration and to 

carry out Village government administration 

as intended in paragraph (1) the Village Head is supported by the Implementing 

Apparatus. 

The problem examined in this research is how the authority of the village 

government in administrative services in Buti Village, Congkar subdistrict, East 

Manggarai district is based on Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 

2016 concerning Village Government Administration and what factors inhibit 

government administration services in Buti village. The type of research used in this 

research is Empirical, namely wanting to know the authority of the village 

government in administrative services in terms of the Minister of Home Affairs 

Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration and 

the approach used in this research is Sociological Juridical, namely the legal approach 

method in living systems. Really, to find out the legal issues regarding the authority 

of the village government in administrative services in Buti Village, Congkar District, 

East Mnggarai Regency in terms of Minister of Home Affairs Regulation Number 47 

of 2016 concerning Village Government Administration. The research results show 

that administrative services in Buti Village are not running optimally. This is caused 

by several things such as: Lack of responsibility of the village government for its 

duties and authority as a service provider, inappropriate service procedures, uncertain 

timeliness of services, inadequate facilities and infrastructure supporting 

administrative services and lack of supervision from the community in services. 

administration. 

Conclusion: Buti Village government has not been optimal in providing 

administrative services. It can be seen that every administrative service provided by 

the Buti village government to the Buti village community is not in accordance with 

what has been standardized by the Buti Village government. Inhibiting factors: lack 

of responsibility of the village government for its duties and authority as a service 

provider, inappropriate service procedures, timeliness of services, inadequate 

facilities and infrastructure, lack of community supervision in administrative services. 

 

Keywords: Authority, Village Government, Village Administration Services 
 


